PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH by ASNAN ASY’ARI, -
PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT 
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF 
SIYASAH DUSTURIYAH  
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) 


















JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 




Asnan Asy‟ari (2021) : “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 
  Penelitian ini ialah mengkaji tentang pemilu proporsional terbuka menurut 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif 
siyasah dusturiyah. Adapun masalahnya, bagaimana pemilu proporsional terbuka 
tersebut menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pemilu proporsional 
terbuka di dalam perspektif fiqih siyasah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan 
fungsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 
Pemilu Proporsional terbuka juga dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya 
secara eksplisit ditegaskan dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 3 
pada huruf (f) dan (g). Serta, juga terdapat pada Bab III Pasal 185 huruf (b) bahwa 
prinsip pemilu di Indonesia ialah terbuka dan proporsional.  
 Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (library research), 
melalui serangkaian kegiatan dengan mengumpulkan data kepustakaan, membaca 
dan mencatat serta mengelola literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber 
data penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder 
yang didapat dari buku, jurnal dan hal lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian. Di analisis dengan teknik konten analisis. Sedangkan, pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara menghimpun literatur dari buku, jurnal, skripsi 
dan hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Undang-Undang yang menganut sistem 
pemilu proporsional terbuka. Lalu, di dalam perspektif siyasah dusturiyah. 
Memilih wakil rakyat di zaman para sahabat ialah berdasarkan hasil musyawarah 
untuk menunjuk beberapa orang yang dipercaya dalam mewakili umat untuk 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana 
kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai 
dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan.1 
Jadi, sistem proporsional ialah sistem kursi-kursi di parlemen yang tersedia 
dibagikan ke tiap-tiap partai politik sesuai dengan banyak perolehan suara 
yang diperoleh partai politik tersebut. 
Sistem proporsional (proportionate representative) diartikan sebagai 
sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. 
Proporsional representatif terdiri dari dua macam, yaitu list yaitu berdasarkan 
daftar; dan single tranferable votes yaitu berdasarkan peringkat.  Umumnya 
sistem proporsional daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu 
daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih dari satu kursi 
parlemen yang akan diperebutkan.  
Pada sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih partai 
pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung  dalam partai tersebut,
2
 
dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang 
dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.
3
 
                                                             
1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 
cet. ke-9, hlm. 416 
2 Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi 
Politik?”, Jurnal Trias Politika Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 20 
3
 Sri Emut Ratnasara, Skripsi, Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada 




Pada pola daftar terbuka, calon adalah yang utama atau candidate 
centered. Hal ini membuat calon dari partai yang sama harus bersaing untuk 
mendapatkan suara. Tentunya hal ini berpotensi untuk melahirkan konflik 
internal partai dan juga keadaan antar calon yang fragmentasi.
4
 
Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem yang diusulkan 
oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 
Tahun 2012., yang mana tertuang pada Bab 2 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: 
“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. 
5
 
Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh 
partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap 
konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan 
diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui siapa yang 
mewakili mereka dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara 
mereka di parlemen.
6
 Jadi, ketika pemilihan berlangsung rakyat tahu betul 
siapa wakil yang akan dipilihnya dalam pemilu tersebut dan siapa yang dia 
rasa pantas dalam mewakili suaranya sebagai rakyat di pemerintahan. Karena 
dengan sistem proporsional terbuka rakyat bisa melihat langsung wajah dan 
nama calon yang akan dipilihnya. Jadi rakyat bisa memilih dengan pilihan hati 
nuraninya siapa yang akan dia pilih dan rasa cocok untuk menjabat di 
pemerintahan mewakili suara rakyat. 
                                                             
4
Diah Ayu Pratiwi, op. cit.,  hlm. 20 
5
 Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 




Pemilihan umum adalah salah satu hak azasi warga negara yang sangat 
prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu 
keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai 
dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus 
dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.
7
 Oleh karena itu, maka 
dengan diberlakukan sistem proporsional terbuka tersebut, rakyat lebih tahu 
seperti apa orang-orang yang akan menjadi kandidat wakil mereka di 
pemerintahan, karena mereka tidak hanya memilih untuk partai tetapi kandidat 
yang juga diusung oleh setiap partai. 
Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Ayat 27 disebutkan bahwa “Peserta 
Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD 
provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
8
 Jadi, menurut UU 
No. 7 Tahun 2017 Ayat 27 Pemilu itu adalah sarana untuk memilih wakil-
wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 
perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden 
dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu daftar terbuka, si pemilih tidak 
hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang 
diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, 
                                                             
7
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia,(Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), cet. 
ke-4, hlm. 329 




setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa 
mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. 
Lalu, di dalam Bab II Pasal 3 huruf (f) dan (g) dinyatakan bahwa 
Pemilu harus bersifat terbuka dan proporsional.
9
 Jadi, telah dijelaskan 
memang di dalam UU No. 7 Tahun 2017 bahwa Pemilu tersebut harus 
dilakukan dengan terbuka dan proporsional. Jadi, setiap anggota partai dalam 
tiap-tiap partai bisa mengajukan diri sebagai kandidat dari partai tersebut 
walau mungkin harus terjadi persaingan diantara sesama anggota partai. 
Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang 
mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan oleh para 
ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. 
Misalnya Baiat al-Nuqaba (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar 
membaiat Nabi SAW. di „Aqabah. Saat itu, Nabi SAW. bersabda: 
الَ  َ الَ تَْسِسقُُا ،  َ ِ َشْيئًب ،  الَ ثَبيُِعُوِّ َعلَّ أَْن الَ تُْشِسُكُا ثِبَّلله َ الََدُكْم ،  َْ الَ تَْقتُلُُا أَ َ تَْصوُُا ، 
فَّ ِمْىُكْم فَ  َ الَ تَْعُصُا فِّ َمْعُسٍَف ، فََمْه  َ أَْزُجلُِكْم ،  َ ٍْتَبٍن تَْفتَُسَوًَُ ثَْيَه أَْيِديُكْم  أَْجُسيُ تَأْتُُا ثِجُ
وْ  َمْه أََصبَة ِمْه َذلَِك َشْيئًب فَُعُقَِت فِّ الدُّ َ  ، ِ َمْه أََصبَة ِمْه َذلَِك َعلَّ َّللاه َ َُ َكفهبَزحٌ لًَُ ،  يَب فٍَُ
إِْن َشبَء َعبقَجًَُ  َ ِ إِْن َشبَء َعفَب َعْىًُ ،  َُ إِلَّ َّللاه ُ ، فٍَُ .َشْيئًب ثُمه َستََسيُ َّللاه  
Artinya: 
“Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, tidak berbuat dusta 
yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan 
yang baik. Barangsiapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya 
ada pada Allah. Barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, 
lalu ia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. 
                                                             




Barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu lalu Allah 
menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, 
Allah menyiksanya. Dan jika menghendaki, Allah akan 
mengampuninya.” Lalu kami pun berbaiat kepada beliau.” (HR. 
Bukhari, no. 18 dan Muslim, no. 1709).
10
 
Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang 
kepada Rasulullah SAW. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia 
memohon kepada Nabi SAW. agar mengembalikan harta mereka (yang 
dirampas karena perang. Nabipun minta persetujuannya (kaum muslimin) 
tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi 
tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa 
Kami tidak mengetahui siapa saja yang mengizinkan kalian tentang demikian 
dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat 
(diadukan) kepada kami oleh wakil yang kami tunjuk.
11
 
Dari dua kisah tersebutlah maka para ulama-ulama menjadikan dasar 
mengenai persoalan pemilihan umum, karena dari dua kisah tersebut 
mempunyai makna tentang rakyat yang memberikan pilihannya kepada wakil 
yang mewakili mereka. 
Di dalam fiqih siyasah terdapat istilah ahlul halli wal „aqdi yaitu orang 
yang berhak melepas dan mengikat. Maksudnya ialah orang yang berhak 
memutuskan dan membatalkan sesuatu. Dalam hal ini ahlul halli wal „aqdi 
yang dimaksud adalah para pemimpin di dalam sebuah pemerintahan. Dengan 
                                                             
10 Muhammad Abduh Tuasikal, “Faedah Sirah Nabawiyah: Bai‟at Aqabah Pertama”, 
artikel dari https://rumaysho.com/20900-faedah-sirah-nabi-baiat-aqabah-pertama.html. Diakses 
pada 19 Juli 2019 
11
 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Harumnya 




demikian sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan 
(waliyyul amri) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak 
yang di dapati untuk menyandang  tugas itu.
12
 
Metode pemilihan kepala negara dalam Islam termasuk masalah-
masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh 
dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan zaman. Dasar dalam 
masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih 
pemimpin, sementara ahlul halli wal „aqdi mewakili mereka, kecil jumlahnya 




Jadi, dari zaman pemerintahan Islam yang dahulu sistem pemerintahan 
tetap rakyatlah yang berhak mengatur dan mempunyai kekuasaan dalam 
memilih pemimpin, tetapi ahlul halli wal „aqdi atau wakil rakyat di 




Islam tidak membuat suatu sistem khusus tentang pemilihan di dalam 
Islam begitu juga dengan hukum-hukumnya. Tujuan tidak lain ialah supaya 
rakyat ikut andil dalam perkara bermusyawarah. Karena jika Rasulullah saw. 
menetapkan musyawarah menjadi suatu sistem maka rakyat akan 
                                                             
12 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar‟iyah (Etika Politik Islam), (Surabaya: Risalah Gusti, 
1995), cet. ke-1, hlm. 3 
13 J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 1994), cet. ke-1, hlm. 79 




menganggapnya sebagai suatu perkara agama dan akan diterapkan terus di 
setiap masa. Bisa jadi nanti di suatu masa atau daerah tidak cocok dengan 
sistem tersebut namun tetap dijalankan sehingga membuat daerah tersebut 
menjadi tidak teratur dan seimbang. 
Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasanya tidak dibuat 
sebagai rahmat untuk manusia bukan karena lupa. Memberikan keleluasan 
kepada mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa 
yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama 
tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan undang-undang 
yang adil, yang menyatukan rakyat bukan menceritakannya yang 
mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan.
15
 
Jadi sistem pemerintahan dalam Islam tersebut tidaklah ditetapkan 
dengan penuh oleh rasulullah saw. karena rakyat bisa menganggap itu menjadi 
sebuah agama. Namun rasulullah saw. memberikan gambaran bagaimana cara 
sistem sebuah pemerintahan tersebut seperti bagaimana dalam dua kisah yang 
dijelaskan di atas tadi tentang Baiat al-nuqaba‟ (wakil-wakil suku) dan juga 
kisah tentang utusan Hawzan. 
Di dalam al-Qur‟an surah asy-syura ayat 38 Allah swt. menjelaskan 
untuk mengambil sebuah keputusan dengan bermusyawarah. Allah swt. 
berfirman: 
 
                                                             




أَقَبُمُا  َ ْم  ٍِ الهِريَه اْستََجبثُُا لَِسثِّ ب َزَشْقىَبٌُْم يُىفِقُُنَ َ ِممه َ أَْمُسٌُْم ُشَُزِ ثَْيىٍَُْم  َ ََلحَ   .الصه
Artinya:  
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami 




Jadi, di dalam al-Qur‟an pun Allah menjelaskan untuk memutuskan 
suatu perkara itu dengan bermusyawarah. Atas dasar ayat tersebut juga dapat 
kita ambil kesimpulan bagaimana untuk setiap mengambil keputusan bahkan 
untuk dalam sebuah sistem pemerintahanpun sebaiknya di ambil sistem 
bermusyawarah supaya dapat mengambil satu suara untuk keputusan bersama. 
Demikian juga ketika zaman para khalifah-khalifah. Ketika Rasulullah 
saw. wafat para sahabat kemudian bermusyawarah yang mana di saat 
musyawarah itu berlangsung Abu Bakar berkata, “Di sini ada Umar dan 
Ubaidah, apabila tuan-tuan setuju nyatakanlah bai‟at kepada salah seorang 
dari mereka.” Umar berkata, “Demi Allah, tuanlah yang harus menjadi kepala 
Negara, tuanlah muhajirin yang paling utama, dan menggantikan Rasulullah 
menjadi imam di dalam shalat, sedangkan shalat adalah ibadah yang paling 
utama, saya mem-bai‟at tuan.” 
Ketika Umar dan Abu Ubaidah akan mem-bai‟at yang didahului oleh 
Basyir bin Sa‟ad yang mem-bai‟at Abu Bakar. Setelah suku Aus melihat apa 
yang dilakukan Basyir, maka merekapun mem-bai‟at Abu Bakar. 
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Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah dapat ditarik 
beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Khalifah dipilih secara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat. 
2. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, 
sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu. 
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari 
alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang 
memenuhi persyaratan. 




Jadi, sistem yang digunakan di dalam Islam ialah sistem 
bermusyawarah, dari sejak zaman Rasulullah saw. begitupun juga di zaman 
para sahabat. Akan tetapi Rasulullah saw. tidak menyebutnya dengan spesifik 
karena nanti umat bisa menganggap itu sebuah agama. Maka dari karena itu 
juga Rasulullah saw. tidak memilih siapa calon yang akan menggantinya, 
supaya umat bisa bermusyawarah dan memilih sendiri siapa yang akan 
memimpin mereka. 
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
dijelaskan di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 
“PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 
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DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”. Tentang bagaimana 
pemilu proporsional terbuka tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 dan juga bagaimana pemilu proporsoional terbuka tersebut di 
dalam perspektif siyasah dusturiyah. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan dan mendekati kepada masalah 
yang diinginkan. Maka penulis membatasi masalah yang ditulis mengenai 
pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum dan juga pemilu proporsional terbuka dalam 
perspektif siyasah dusturiyah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji 
melalui penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017? 
2. Bagaimana pemilu proporsional terbuka dalam perspektif siyasah 
dusturiyah? 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pemilu proporsional terbuka menurut 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pemilu proporsional terbuka dalam 





E. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana 
hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Pemilu Proporsional 
Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang 
Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. 
3. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah 
dan pembaca lainnya. 
 
F. Kerangka Literatur 
Untuk mendukung pengkajian serta penelitian penulis seperti yang 
dipaparkan di latar belakang masalah, maka penulis mencantumkan beberapa 
penelusuran berupa beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan 
penulis, yaitu : 
1. Sri Emut Ratnasara, judul “Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional 
Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”. Dengan kesimpulan, 
penerapan sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar dalam 
kualitas anggota legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka 
diberlakukan akan menimbulkan banyak calon legislatif yang populer 
dapat terpilih tanpa mempertimbangkan kapasitas kemampuan para calon 




untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Kemudian, akan kemungkinan 
memicu terjadinya politik uang.
18
 
2. Sumhari, judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu 
Proporsinal Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI”. Dengan 
kesimpulannya sistem proporsional terbuka adalah sistem yang sangat 
tepat untuk diterapkan di Indonesia. Karena sistem ini memberikan suatu 
kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih secara terbuka dan 
tidak ada unsur-unsur pemaksaan dari pihak manapun.
19
 
3. Kharisma Aulia Firdausy, judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada 
Pemilu Legislatif 2019 di Kota Salatiga”. Dengan kesimpulan bahwa 
sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang dilaksanakan di kota 
Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi, sistem proporsional terbuka 
terbatas ini belum efektif dan juga bertentangan dengan kedaulatan rakyat 
dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
20
 
Dari beberapa keterangan di atas menunjukkan telah ada penelitian 
sebelumnya mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan juga pemilu 
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dalam perspektif siyasah dusturiyah. Namun, tetap berbeda dengan penelitian 
yang telah penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang 
penulis lakukan ini benar-benar asli. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu 
melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah 
bahan penelitian,
21
 atau penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, 
yang relevan dengan kajian  sebagai sumber data.
22
 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua 
macam, antara lain: 
1) Sumber data primer yaitu sumber data yang ada kaitan langsung 
dengan tema skripsi ini. Sumber data primer yang digunakan adalah 
Al-Qur‟an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
pemilihan umum serta buku-buku Fiqih Siyasah. 
2) Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak berkaitan 
langsung dengan tema skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis 
gunakan ialah buku-buku dan juga melalui jurnal-jurnal terkait. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian, di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga 
perlu memilih tekni dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan 




Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara 
menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan 
dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, mengartikan dan 
mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian 
ini berhasil dikumpulkan melalui metode sebagai berikut: 
a. Mencari dan mempelajari buku-buku maupun jurnal yang ada 
relevansinya dengan pemilihan umum proporsional terbuka. 
b. Mencari dan mempelajari buku-buku tentang bagaimana harusnya 
seorang imam dalam kitab-kitab fiqih siyasah. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 
data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis konten. 
Menurut Barelson, analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk 
menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematiks, dan bersifat kuantitatif 
mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.
24
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Analisis konten termasuk kategori penelitian kualitatif. Sebagai sebuah 
penelitian kualitatif, penelitian analisis konten harus memenuhi syarat, yaitu 
data penelitian berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat 
tidak terstruktur sehingga tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan atau 
diubah dalam bentuk numerik atau angka-angka. Contoh data kualitatif 
tersebut antara lain dokumen kurikulum, buku ajar, karya sastra, surat, dsb.
25
 
Jadi konten analisis ialah kategori penelitian kualitatif yang mana, data 
kualitatif tersebut tidak bersifat terstruktur dan tidak secara langsung dapat 
diubah ke dalam bentuk numerik atau angka-angka. Seperti dokumen 
kurikulum, buku ajar, karya sastra dan masih banyak lagi. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan 
proposal ini, penulis membagi masing-masing dalam lima bab yang semuanya 
itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal 
yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti 
mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kerangka Literatur, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
umum, dalam bab ini nanti akan menjelaskan bagaimana latar 
                                                             




belakang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum, berbagai macam Undang-Undang Pemilu di 
Indonesia dan juga isi pokok dari Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 
BAB III : Kerangka teori, di dalam bab ini akan menjelaskan apa itu 
pemilu, pemilu proporsional terbuka dan juga akan menjelaskan 
apa itu siyasah dusturiyah, syura‟ dan juga ahlul halli wal aqdi 
BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi analisa tentang 
Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif 
Siyasah Dusturiyah. 
BAB V : Kesimpulan dan saran, pada bab ini yang terakhir dari 
pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan 
sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran 
merupakan harapan dari penulis yang nantinya ini dapat 
dipergunakan dalam sebuah kepemerintahan yang sesuai 












UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM 
 
A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum 
Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Pemilu secara filosofis 
adalah dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, pemilu sendiri memiliki 
tujuan untuk menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan indonesia. Cita-cita 
nasional ini bisa ditemukan dalam Pancasila yang termaktub dalm Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi 
bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial”. Kedua, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita 
bangsa indonesia bisa tercapai, maka perlu adanya pemilihan umum. 
Pelaksanaan pemilu dikarenakan untuk memilih wakil rakyat dan pemerintah 
negara, karena pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat. Untuk menjamin adanya cita-cita bangsa maka perlu adanya basis yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
26
 
Jadi, disebabkan dari latar belakang yang ingin mewujudkan 
kedaulatan rakyat Indonesia dan juga untuk menjamin cita-cita bangsa yang 
berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, maka dibuatlah suatu Undang-Undang 
                                                             




Pemilu untuk mencari para wakil rakyat yang nantinya akan duduk di 
pemerintahan untuk mendengarkan dan mewujudkan suara dan cita-cita 
rakyat. 
Pemilu sebagai sebuah agenda demokrasi elektoral yang digelar rutin 
sekali dalam lima tahun, maka pelaksanaannya harus dibentuk dalam Undang-
Undang. Untuk pemilu yang digelar serentak 2019 maka menggunakan UU 
No. 7 Tahun 2017. Pemilu sudah mengalami kodifikasi. Pemerintahan Joko 
Widodo (2019-2024) yang telah dilantik pada 20 Oktober 2019 yang lalu 
adalah produk peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi (dikitabkan) 
itu. Yang pada mulanya tersebar ke pelbagai peraturan perundang-undangan, 
yakni UU No. 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Pilpres), UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD pada pemilu serentak 2019 lalu, disatukan ke dalam UU No. 7 Tahun 




Jadi, pemilu serentak pertama kalinya dilakukan pada tahun 2019 
dikarenakan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum yang 
mulanya terbagi ke dalam tiga Produk Undang-Undang yang kemudian 
dikodifikasikan atau dikitabkan ke dalam satu produk Undang-Undang, yakni 
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
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Rancangan undang-undang Pemilu disetujui Rapat Paripurna DPR-RI 
pada 21 Juli 2017 dinihari dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko 
Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-undang ini terdiri atas 573 Pasal, 
penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam Undang-undang ini, Pemilu 




Jadi, setelah disetujui di Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 
2017 dini hari. Pada tanggal 15 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang berisi tentang 
produk Pemilihan Umum (Pemilu). Yang mana Undang-Undang tersebut 
berisi 573 Pasal dan 4 lampiran. Serta juga di dalam Undang-Undang tersebut 
menitikberatkan tentang Pemilu yang diadakan harus berdasarkan asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Juga pemilu harus 
diselenggarakan dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, 
tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. 
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Dalam 
pembentukan UU No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inipun mengacu 
kepada UU a quo, yakni melalui proses pembahasan di DPR bersama dengan 
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pemerintah yang sebelumnya telah dimasukkan dalam program legislasi 
nasional (prolegnas) 2017, dan kemudian dibahas dengan DPR.
29
 
Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan ialah bahwa UU tersebut 
proses pembentukannya diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang 
membahas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
dilakukan secara bertahap di mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai 
tahap terakhir pengundangan. Yang juga melalu proses pembahasan di DPR 
bersama dengan pemerintah yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam 
program legislasi nasional 2017. 
 
B. Undang-Undang Pemilu di Indonesia 
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden 
Pemilihan umum presiden merupakan langkah awal dari suatu 
investasi politik jangka panjang bagi rakyat dan juga bangsa Indonesia 
untuk membangun kebiasaan memilih calon pemimpinnya dengan cara 
demokratis. Suatu proses pembelajaran politik ke depan bagi bangsa 
Indonesia. 
Kebijakan pemilihan presiden secara langsung tegas pada 




Sebagai pelaksanaan ketentuan dari UUD tersebut telah diterbitkan 
UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
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Presiden sebagaimana telah direvisi dengan UU Nomor 42 Tahun 2008.
31
 
Tepatnya ditetapkan pada tanggal 13 November 2008 dan diundang-
undangkan pada tanggal 14 Nobember 2008. 
Mekanisme pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dan 
pemilu legislatif secara serentak dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 adalah merupakan  bentuk pelurusan tafsir keliru dari pembuat 
undang-undang terhadap prinsip demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945. 
Menurut pembuat undang-undang, prinsip demokrasi tidak akan terlanggar 
dengan diaturnya mekanisme pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden sebelum pemilu Legislatif sebagaimana telah diuraikan pada 
bagian sebelumnya beralasan bahwa dalam konstitusi tidak ada norma 
yang mengatur secara tegas mengenai waktunya harus bersamaan, hanya 
kurun waktu yang disebutkan yaitu lima tahunan dan berdasarkan Pasal 
6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Pemerintah bersama-sama dengan DPR diberi kewenangan 
konstitusional untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Undang-Undang, 
yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga 
penentuan sistem sepenuhnya akan menjadi kebijaksanaan pembuat 
undang-undang. Atas dasar itu, pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan setelah pemilu Legislatif. 
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Jadi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden ialah pelaksanaan ketentuan dari 
UUD NRI Tahun 1945 yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 
Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden yang kemudian di revisi kembali pada tanggal 13 November 
2008 yang kemudian disahkan pada 14 November 2008. Yang mana 
pemilihannya akan diadakan setiap kurun lima tahun sekali setelah 
diadakannya Pemilu Legislatif. 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum 
Undang-undang ini ditetapkan dan diberlakukan tanggal 16 
Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011  tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan salah satu peraturan yang 
menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. 
Sebagai proses demokrasi, besar, harapan bahwa penyelenggaraan 
pemilihan umum tahun 2014. Sebagai proses demokrasi, besar harapan 
bahwa penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik sehingga dapat 




Jadi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum ialah salah satu acuan dalam 
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menyelenggarakan pemilihan umum pada 2014. Lalu, terbentuknya 
Undang-Undang ini supaya proses penyelenggaran pemilu dapat berjalan 
dengan baik sehingga terwujud pemilu yang baik dan berkualitas. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang 
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, 
tetap, mandiri. Sifat nasional mencerminkan  bahwa wilayah kerja dan 
tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap KPU 
sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum menjalankan tugasnya 
secara berkesinambungan walaupun dibatasi oleh jabatan tertentu. Sifat 
mandiri menunjukkan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan 




Jadi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara 
Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, 
tetap dan mandiri. Sifat nasionalnya ialah  mencerminkan bahwa wilayah 
kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat 
tetapnya ialah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum menjalankan 
tugasnya secara berkesinambungan walaupun dibatasi jabatan tertentu. 
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Lalu, sifat mandirinya ialah bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak 
manapun yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. 
Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 
menyebutkan bahwa KPU sebagai penyelenggara  Pemilihan Umum 




d. Kepastian hukum; 
e. Tertib; 





k. Efesiensi; dan 
l. Efektivitas.34 
Jadi, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum KPU harus 
berpedoman kepada 12 asas tersebut. Supaya terwujudnya 
penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas. 
                                                             




3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD diundangkan tanggal 11 Mei 2012 mencabut UU Pemilu 
sebelumnya, yakni UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota  DPR, 
DPD dan DPRD.
35
 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa 
Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36
 
Jadi, undang-undang ini ditetap dan diberlakukan pada 11 Mei 
2012. Yang mana menurut undang-undang ini pemilu ialah sarana 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD terdiri dari  25 (dua puluh lima) bab yang terdiri dari dari 328 (tiga 
ratus dua puluh delapan) pasal. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 
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Anggota DPR, DPD, dan DPRD menambahkan bab baru yang dalam 
undang-undang sebelumnya hanya merupakan pasal atau bagian dari suatu 





C. Isi Pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum 
Jika dilihat dari konsiderannya ada beberapa alasan dibuatnya undang-
undang ini. Pertama, untuk mencapai tujuan negara. Kedua, untuk 
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Ketiga, undang-undang 
ini dibuat guna mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. 
Keempat, untuk menjamin pengaturana sistem pemilihan umum. Kelima, 
untuk menciptakan pemilihan umum yang efisien dan efektif. 
Adapun kandungan dari UU ini memuat tentang pelaksanaan pemilu 
legislatif. Ada beberapa isi yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan 
Pemilihan Umum untuk pemilihan legislatif di buku ketiga pelaksanaan 
pemilu sebagai berikut: 
a. Pasal 168 ayat (2) berbunyi, “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional 
daftar terbuka”. 
b. Pasal 172 berbunyi, “Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”.
38
 
                                                             
37 Tomita Juniarti dan Marlina, op.cit, hlm. 164 
38
 Dean Antono Putra, Pelaksanaan Sistem Pemilu Daftar Terbuka Kota 
Padangsidimpuan  ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Fakultas Syariah dan Ilmu 




Jadi, isi pokok yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemilu 
Nomor 7 Tahun 2017 ialah memuat tentang pelaksanaan pemilu legislatif. 
Juga, disebutkan di dalam Pasal 168 ayat (2) dijelaskan juga bahwa Undang-
Undang ini bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, dan 











A. Pemilu Proporsional Terbuka 
1. Pengertian Pemilu Secara Teori 
Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat 
yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan 
hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah 
menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan 
pemilihan umum dalam waktu-waktu ya ng ditentukan.
39
 Jadi, pemilihan 
umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di 
lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem 
pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam 
waktu-waktu tertentu. 
2. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli 
a. Ramlan Surbakti 
Pemilu oleh Ramlan Subakti disebut sebagai “instrumen”. 
Instrumen berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. 
Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut 
adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan 
yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. 
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Defenisi oleh Ramlan Surbakti ini sebenarnya penegasannya 
terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu 
diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau 
penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”. 
b. Jimly Asshiddiqie 
Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan cara yang 
diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. 
Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem 
perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Di 
dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil 
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut 
parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-
wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya 
pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka 
panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-
wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu 




Dari beberapa pengertian pemilu di atas tadi dapat kita simpulkan 
arti dari pemilu ialah alat atau cara untuk menyelenggarakan pemilihan 
untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Yang mana wakil-
wakil yang dipilih tersebut diharapkan dapat untuk mewujudkan 
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pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan 
kekuasaan secara berkala. Oleh karena itu, perlu penyeleksian terhadap 
wakil-wakil yang dipilih sehingga mendapatkan wakil-wakil yang dapat 
dipercayai. 
Pemilu di dalam Islam pun sebenarnya dibolehkan dalam Islam. 
Sebab, kekuasaan itu ada di tangan umat. Ini merupakan salah satu prinsip 
dalam sistem pemerintahan Islam. Prinsip ini terlaksana melalui baiat dari 
pihak umat kepada seseorang untuk menjadi khalifah.
41
 Dengan kata lain, 
seseorang tidak akan menjadi pemimpin, kecuali atas dasar pemilihan oleh 
umat. Salah satu cara memilih bagi umat ialah pemilu tersebut untuk 
memilih siapa yang mereka kehendaki menjadi pemimpin. 
Istilah baiat berasal dari kata bai‟at yang berarti menjual. Baiat, 
mengandung makna perjanjian; janji setia, atau saling berjanji dan setia. 
Dalam pelaksanaan baiat selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. 
Maka istilah baiat secara istilah adalah ungkapan perjanjian apa yang 
dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak 
kedua secara ikhlas dalam hal urusannya.
42
 
Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Suyuthi 
Pulungan, baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang yang 
berbaiat menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara (amir) 
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Sejarahnya, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 
Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak sembilan kali.
44
 
Pemilu pertama sejak kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tahun 
1955 pada masa pemerintahan parlementer untuk memilih anggota DPR 
dan Badan Konstituante. Puluhan partai politik telah mengikuti pemilu, 
namun terdapat empat partai besar yang hamper menguasai kursi yang 
seimbang, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut 
telah melambangkan masyarakat plural Indonesia dengan penampilan 
ideologi yang bertentangan, sehingga proses menemukan kesepakatan 
dalam Badan Konstituante mengalami kegagalan, dan akhirnya hasil 
pemilu yang dianggap paling bersih dan jujur serta demokratis kurang 
mampu menghasilkan keputusan di Konstituante. 
Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia tidak melaksanakan 
pemilu, barulah pada masa demokrasi Pancasila orde baru tahun 1971 
dilaksanakan pemilu kembali dengan peserta 10 Orsospol, Golkar 
mendapat mayoritas mutlak. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem 
proporsional dengan stelsel daftar (perwakilan berimbang dengan stelsel 
daftar). Pemilu orde baru tidak semua anggota DPR dipilih, sebagian 
diangkat ABRI dan Non-ABRI, namun setelah asas tunggal Pancasila 
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diterapkan, hanya dari golongan ABRI saja yang diangkat, yaitu seperlima 
dari jumlah anggota DPR.  Pemilu masa orde baru tidak berjalan secara 
kompetitif, karena pemerintah berkeinginan stabilitas politik dengan 
dukungan mayoritas DPR/MPR. Untuk itu, Golkar harus dimenangkan 
dengan pelbagai cara dalam setiap kali pemilihan umum.
45
 
Dalam hal pelaksanaan pemilu, pemerintah orde baru menyatakan 
bahwa tujuan pemilu pada praktiknya adalah untuk mempertahankan 
rezim status quo, sehingga pemilu memiliki makna: (1) legitimasi terhadap 
kepemimpinan orde baru di bawah pimpinan Soeharto, (2) pemilu 
dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan keunt ungan kepada 
Golkar, seperti tidak menerima asas jurdil, dan hari “H” tidak libur 
sehingga birokrasi digiring masuk Golkar, dan (3) pada hasil pemilu protes 
PPP dan PDI dapat diredam, pemilu memiliki indikasi kecurangan yang 




Wacana politik akhir tahun 1990-an menuntut ke arah perubahan 
perubahan sistem pemilu dengan mengemukakan empat preposisi (Eep 
Saefullah Fatah, 1997: 27), yaitu sebagai berikut.
47
 
1. Sistem pemilu proporsional telah melahirkan legislatif yang berjarak 
dengan rakyat, jika sistem proporsional diganti dengan sistem distrik, 
maka akan lahir legislatif yang lebih dekat dengan rakyat. 
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2. Sistem pemilu proporsional mengorientasikan para anggota legislatif 
menjadi wakil partai, sistem distrik akan mengorientasikan para 
anggota legislatif menjadi wakil rakyat. 
3. Perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik akan melahirkan 
legislatif masa depan yang kuat dan fungsional dalam menjalankan 
fungsinya sebagai pengontrol eksekutif. 
4. Atas dasar pertimbangan itu, maka perubahan sistem pemilu dari 
proporsional ke distrik dianggap merupakan sebuah jalan perubahan 
politik secara demokratisasi. 
Namun setelah reformasi bergulir tahun 1998, ada kecenderungan 
perpolitikan Indonesia tidak mau mengubah sistem pemilu ke distrik, hal 
tersebut wajar, karena akan banyak tokoh politik karbitan yang kualitasnya 
dipertanyakan akan tersingkir saat pemilu. Elite-elite politik yang 
oportunis tampak lebih cenderung mendukung sistem proporsional, 
keinginan ini telah diterima pada pemilu tahun 2004. Inilah dilemma 
politik Indonesia kea rah demokratisasi, yang mana kurang didukung oleh 
kualitas insan politik yang otonom, rasional, dan transparansi.
48
 
Jadi, dapat kita simpulkan awal bahwa pemilu pertama kali di 
Indonesia di mulai pada tahun 1955. Namun pada masa demokrasi 
terpimpin Indonesia tidak melaksanakan pemilu, dan kembali 
dilaksanakan pada masa orde baru pada tahun 1971 dengan peserta 10 
Orsospol yang mana suara terbanyak diperoleh oleh Golkar. 
                                                             




Setelah tahun 1998, ada kecenderungan elite politik Indonesia tidak 
ingin mengubah sistem pemilu yang proporsional ke distrik. Karena para 
elite politik takut jika jika sistem diubah maka para tokoh politik yang 
kemampuannya masih dipertanyakan akan tersingkir disaat pemilu. 
Sehingga pada tahun 2004 keinginan tersebut diterima, sehingga menjadi 
dilema politik Indonesia. Karena politik Indonesia menjadi kurang 
didukung oleh kualitas insan politik yang otonom, rasional, dan 
transparansi. 
3. Pengertian Pemilu Proporsional Terbuka 
Indonesia mempunyai dua sistem pemilu, yakni sistem 
Proporsional dan Distrik. Sistem Proporsional adalah open list (sistem 
daftar terbuka). Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih 
partai, tetapi calon yang dikehendakinya.
49
 Sistem proporsional 
(proportionate representative) diartikan sebagai sistem transfer suara ke 
kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. Proporsional 
representatif terdiri dari dua macam, yaitu list yaitu berdasarkan daftar; 
dan single tranferable votes yaitu berdasarkan peringkat.  Umumnya 
Sistem Proporsional Daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon 
dalam satu daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih dari 
satu kursi parlemen yang akan diperebutkan.  
Di Indonesia, jumlah minimal kursi dalam satu daerah pemilihan 
adalah tiga kursi. List memiliki tiga pola, yaitu daftar tertutup atau close 
                                                             
49
 Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004, (Surabaya: Pustaka 




list, daftar terbuka atau open list dan daftar bebas atau free list (Reynold, 
2005). Pada sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih 
partai pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung dalam partai 
tersebut,
50
 dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka 
ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.
51
Sedangkan sistem 
distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih wakil tunggal atas 
dasar prularitas (suara terbanyak).
52
 
Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem pemilu yang 
memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang 
didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki 
tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan 
dan kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara 
terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat 
melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh 
masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan 
rasional di dalam memilih caleg yang didukung.
53
 
Sistem Proporsional Daftar Terbuka merupakan sistem yang 
diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu 
Nomor 8 Tahun 2012., yang mana tertuang pada Bab 2 Pasal ayat (1) yang 
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berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. 
Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh 
partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap 
konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan 
akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui 
siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggungjawab untuk 
menyuarakan suara mereka di parlemen.
54
 
Jadi, menurut UU No. 7 Tahun 2017 Ayat 27 Pemilu itu adalah 
sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD 
provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 
DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, 
dalam pemilu daftar terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai 
yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai 
tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh 
mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan 
persaingan antar-sesama di dalam satu partai. 
4. Tujuan Pemilu 
Dalam ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah 
satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu 
negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara 
sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara 
                                                             




menjalankan pemerintahan, menurut Maurice Duverger diantaranya 
mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, 
seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, 




Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala 
dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat 
mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 
dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu 
tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah 
pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. Kedua, kondisi kehidupan 
bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia 
internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena 
faktor internal maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, 
perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat 
dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat 
yang dewasa. Mereka itu, terutama pemilih baru (new voters) atau pemilih 
pemula, belum mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka 
sendiri. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk 
maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di 
cabang eksekutif maupun legislatif.
56
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Jadi tujuan dari pemilihan umum ialah antara lain untuk pengisian 
jabatan wakil-wakil rakyat di dalam suatu negara yang demokratis. Juga 
pentingnya pemilihan umum disebabkan aspirasi rakyat yang 
kemungkinan berubah dari waktu ke waktu mengenai kebijakan negara. 
Lalu kehidupan bersama juga dapat berubah karena banyak faktor. 
Kemudian perubahan aspirasi dan pendapat rakyat bisa juga terjadi karena 
pemilih baru mempunyai sikap berlawanan dengan orang tua mereka 
sendiri. Serta tujuan yang paling penting, pemilihan umum diadakan 
secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian 
kepemimpinan negara. 
5. Fungsi Pemilu 
a. Sebagai sarana legitimasi politik 
Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari 
pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum 
dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. 
pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa 
meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan 
politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintah 
dapat pila mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Ketiga, 
dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan 
kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk 
mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunujukkan bahwa 
kesepakatan (consent) yang diperoleh dari hegemoni oleh penguasa 








b. Fungsi perwakilan politik 
Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk 
mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program 
serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini 
merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan 





B. Siyasah Dusturiyah 
1. Pengertian Fiqih Siyasah 
Topik bahasan ini terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau 
fiqh dan siyasah. Supaya diperoleh pemahaman yang pas apa yang 
dimaksud dengan Fiqih Siyasah, maka perlu dijelaskan dari segi bahasa 
dan istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti 
adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, 
yurisprudensi Islam. Dengan kata lain istilah fiqih menurut bahasa adalah 
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Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara‟ (hukum 
Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum sesuai syara‟ 
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil 
(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 
dasar-dasarnya, al-Qur‟an dan Sunnah. Jadi, fiqih adalah pengetahuan 
mengenai hukum dalam agama Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan 
Sunnah yang disusun oleh mujtahid-mujtahid dengan jalan penalaran dan 
ijtihad. 
Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-
Munjid dan Lisan al-„Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. 
Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat 
kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan al-Maqrizi 
menyatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. Jadi siyasah menurut 
bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan 
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 
suatu tujuan adalah siyasah.
60
 
Secara terminologis dalam kitab Lisan al-„Arab, yang dimaksud 
dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 
yang membawa kepada kemaslahatan.
61
 Jadi, siyasah adalah cara 
mengatur suatu kepemimpinan dengan cara yang membawa kemaslahatan 
bagi semua. 
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Dari uraiannya, dapat pula kita simpulkan bahwa fiqih siyasah 
adalah ilmu yang tentang segala urusan umat dan negara dalam segala 
bentuk hukum, aturan serta kebijaksanaan  yang dibuat oleh pemimpin 
atau penguasa yang dibuat sesuai dengan ajaran syariat demi terwujudnya 
pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi semua. 
2. Pengertian Siyasah Dusturiyah 
Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa 
persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam 
bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) 
Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, 
kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. 
Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan 
hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 
(kostitusi).
62
 yang dimaksud dengan dusturi yaitu, “Dusturi adalah prinsip-
prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam 
perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”
63
 Abul 
A‟la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan, “Suatu dokumen yang 
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Jadi, dusturiyah yaitu bisa kita artikan sebagai kumpulan kaedah 
yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama dalam suatu negara baik 
yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Atau dalam arti lain yaitu sebagai 
prinsip dasar yang menjadi landasan pengaturan sebuah negara. 
Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 
itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 
warga negara yang wajib dilindungi.
65
 
Jadi, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah  yang 
membahas masalah perundang-undangan negara. Seperti undang-undang 
dasar negara, sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara, lalu 
bagaimana perumusan undang-undang  tersebut. Selain itu, kajian fiqih 
siyasah dusturiyah juga membahas tentang hubungan timbal balik antara 
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 
dilindungi. 
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3. Pengertian Syura‟ 
Kata syura‟ berasal dari kata syawara – yusyawiru yang berarti 
menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan menggambarkan dan 
mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari syawara adalah 
tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat; syawir, yang 
artinya meminta pendapat atau musyawarah.
66
 Jadi, syura‟ ialah saling 
menjelaskan atau mengajukan sesuatu dan mengambil sesuatu. Dengan 
kata lain, syura‟ adalah saling bertukar dan meminta pendapat dari satu 
sama lain di dalam suatu perundingan. 
Kata syura‟ dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik 
dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, 
argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasayarat 
lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan 
keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada 
perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan 
suara. Dari sini, bisa kita jumpai dalam bahasa Arab istilah syara al-a‟sal 
yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu 
mengambilnya dari sarang dan tempatnya.
67
 Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa syura‟ adalah mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan 
memiliki argumentasi yang baik dan mempunyai keputusan yang tegas 
untuk menjaring ide-ide terbaik, tetapi bukan dari hasil suara mayoritas 
                                                             
66 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII 
Press, 2000), cet. ke-1, hlm. 18 
67
 Khalil Abdul Karim, Syari‟ah: Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan, (Yogyakarta: 




atau lewat keputusan pemungutan suara. Dengan kata lain, keputusan yang 
diambil ialah keputusan yang bisa berdampak baik untuk semua orang 
yang, bukan hanya berdampak baik untuk sebagian orang. Oleh karena itu, 
yang dicari adalah keputusan terbaik bukan keputusan mayoritas. 
4. Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi 
Istilah ahlul halli wal „aqdi berasal dari tiga suku kata, yaitu ahlun, 
hallun, dan aqdun. Dalam kamus bahasa Arab kata “ahl” mempunyai arti 
ahli atau keluarga.
68
 Sedangkan kata “hallu” berarti membuka atau 
menguraikan,
69
 sedangkan “aqd” berarti kesepakatan/mengikat.
70
 Dari 
ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai sebuah kata (istilah) yang 
mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan 
dan mengikat”.
71
 Jadi dapat kita simpulkan dari uraian di atas bahwa ahlul 
halli wal aqdi ialah orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk 
menguraikan suatu pendapat yang bersifat mengikat. 
Istilah ahlul halli wal aqdi mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli 
tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw. mereka berada diantara 
orang-orang yang dinamakan dengan al-Shahabah.
72
 Jadi, istilah ahlul 
halli wal aqdi tersebut tidak muncul di masa Rasulullah saw. melainkan 
istilah tersebut muncul di kalangan para ahli tafsir dan ahli fikih di masa 
Rasulullah saw. yang mana orang-orang tersebut dinamakan dengan al-
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Shabahah. Ahlul halli wal aqdi (ahlul ikhtiyar)  yaitu orang-orang yang 
bertugas memilih pemimpin lewat jalannya musyawarah kemudian 
mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.
73
 
Jadi ahlul halli wal aqdi ialah sekelompok orang yang telah dipilih oleh 
rakyat yang diberi tugas atau kewenangan oleh rakyat untuk memilih 
pemimpin lewat jalan bermusyawarah, kemudia setelah didapatkan orang-
orang yang dirasa memiliki kekuatan untuk memimpin mereka kemudian 
















                                                             






Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya 
ialah adalah sebagai berikut: 
1. Sistem pemilu proporsional terbuka itu ialah sistem pemilihan yang mana 
wakil terpilih di dalam pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota ialah yang memperoleh suara terbanyak di satu daerah 
pemilihan yang tercantum pada surat suara, bukan berdasarkan pada 
nomor urut partai pemilihan tersebut. Yang mana hal tersebut dinyatakan 
secara implisit ditegaskan di dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Lalu secara eksplisit juga 
ditegaskan dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 3 pada huruf 
(f) dan (g). Serta, juga terdapat pada Bab III Pasal 185 huruf (b).  
2. Sebagai sebuah sistem pemilu proporsional terbuka juga mempunyai 
kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya sistem pemilu terbuka setiap 
suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, sehingga partai kecil dan 
minoritas memiliki kesempatan untuk mengirim wakilnya di parlemen. 
Akan tetapi, dengan banyaknya partai yang bersaing tetap saja akhirnya 
ada kesulitan bagi setiap partai untuk menjadi partai mayoritas di suatu 
daerah pemilihan. 
3. Sistem pemilu proporsional terbuka yang dipakai di Indonesia ialah sistem 




yang akan menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Bukan pemilihan yang 
berdasarkan nomor urut partai. Sistem ini dipakai supaya rakyat lebih 
mengenal siapa yang akan menjadi wakilnya untuk menyuarakan 
aspirasinya di pemerintahan. Dalam siyasah dusturiyah, untuk memilih 
wakil-wakil rakyat tersebut diadakan dengan jalan syura‟ atau 
musyawarah. Yang mana nanti dipilih orang-orang yang memiliki 
kemampuan berfikir lebih baik dari yang lainnya untuk dijadikan sebagai 
wakil rakyat yang pada zaman para sahabat dulu disebut dengan istilah 
ahlul halli wal aqdi. Kemudian nanti orang-orang inilah yang akan 
berkewajiban untuk menyampaikan setiap keinginan rakyat ke 
pemerintahan dan begitupun sebaliknya. Ketika kepemimpinan sedang 
kosong, maka mereka yang akan memilih beberapa orang yang layak 
untuk dijadikan pemimpin. Setelah mereka menemukannya, maka mereka 
akan mengumumkan kepada rakyat untuk melakukan bai‟at kepada orang 
tersebut untuk dijadikan pemimpin. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan: 
1. Pemerintah menetapkan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak yang tercantum  pada 
surat suara di daerah pemilihan tersebut. 
2. Pemerintahan hendaknya memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan 




yang telah diatur oleh agama. Sehingga pemimpin yang terpilih nantinya 
seorang yang berhak di daulat untuk mewakili seluruh rakyat. 
3. Pemerintah kedepannya lebih bijak dalam menyelenggarakan pemilu. 
Supaya wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan pemerintahan benar-
benar seseorang yang memperdulikan rakyatnya, bertindak adil dalam 
menjalankan pemerintahan dan lebih mementingkan kemaslahatan 
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